
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR  8  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  

NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  

TAHUN 2016-2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas 

pencapaian sasaran target indikator dan hasil 

pengendalian dan evaluasi yang menunjukan adanya 

proses perumusan dan substansi dari Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahu 2016-2021 yang belum sesuai dengan 

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan 

daerah yang berlaku serta untuk mengakomodir 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya      

Tahun 2016-2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2016-2021;  

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat, (Berita Negara        

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan     

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
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Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana    

telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-   

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah 

Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten 

Tasikmalaya (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008    

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang     

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional   

Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)        

Tahun 2005 -2025; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan      

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 

2009 Nomor 6 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010  

Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat          

Tahun 2013-2018; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7   

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2010 Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2014 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya   

Tahun 2016 Nomor 1); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan 

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 

2016-2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5          

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 

terdiri dari : 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan  

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

1.4 Maksud dan Tujuan 

1.5 Sistematika Penulisan  
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BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.4 Aspek Daya Saing Daerah  

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 
3.3 Kerangka Pendanaan  

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

4.1 Permasalahan Pembangunan  

4.2 Isu Strategis  

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

5.1 Visi 

5.2 Misi 

5.3 Tujuan dan Sasaran 

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

1.2 Program Pembangunan Daerah 

BAB VII.  KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH   

BAB VIII.  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB IX.   PENUTUP 

2.  Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

a. BAB I Subbab 1.1, Subbab 1.2 diubah; 

b. BAB II Subbab 2.1, Subbab 2.2, Subbab 2.3 dan Subbab 2.4 diubah; 

c. BAB III Subbab 3.1, Subbab 3.2, diubah dan Subbab 3.3 dihapus; 

d. BAB IV Subbab 4.2 diubah; 

e. BAB V Subbab 5.3 diubah; 

f. BAB VI dan BAB VII diubah dan digabung kedalam BAB VI; 

g. BAB VIII diubah dan diganti menjadi BAB VII; 

h. BAB IX diubah dan diganti menjadi BAB VIII; 

i. BAB X dihilangkan; 

j. BAB XI diganti menjadi BAB IX; 
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Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 

 

Ditetapkan di Singaparna 
  pada tanggal  27 Desember 2019 

  BUPATI TASIKMALAYA, 
 
 

 
 

        ADE SUGIANTO 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Desember 2019         

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

 

 
 

IIN AMINUDIN 

         
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 8  

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, 

PROVINSI JAWA BARAT NOMOR  8/341/2019    
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